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TAHUN ANGGARAN 20.I8

Nomor: 066 /SP2H/PPM/DRPM/201 I

Pada hari ini Jum'at tanggal sembilan bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas, kami yang
bertandatangan dibawah ini :

1. ocky Karna Radjasa . Direktur Raset dan pengabdian Masyarakat,
Direktorat Jenderal penguatan Riset dan
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di
Lt.19 Gedung BPPT ll Jalan MH Thamrin No. 8,
Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pejabat Pembuat Komitmen pada
Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat,
untuk selanjutnya disebut pIHAK pERTAMA;

2. DR. lR. Hamzah Yusuf, MS Sebagai Direktur politeknik Negeri Ujung
Pandang yang berkedudukan di Makassar,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
para Dosen dengan nama dan judul proposal
pengabdian masyarakat sebagaimana tersebut
dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai
PARA PIHAK, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian -peliksanaan progrim
Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disebut perjanjian, dengin ketentuan dan persyaratan
sebagai berikut:

KEMENI'EzuAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN

Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat
Cedung Il BppT Lantai l9 . . M. H. Thamrin No. g Jakarta 10340

Telepon: (02t) 3 t0 t728 Fax: (02t) 3101728



BAB I

DASAR HUKUM

PASAL 1

1

n

4
5

6
7.

8.

Dasar Hukurn Perjanjian penugasan ini adalah

10

11

12

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang perbendaharaan Negara;
undang-undang Nomo-r5. Tahun 2004, tentang pemerrksaan pengeroraan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 12 f ahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
Undang-undang Nomor 39 Tahun 200g tentang Kementerian Negara ;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organasasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor ',l3 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi;
Keputusan Presiden Nomor gg/M Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan
Dan dan Dalam Jabatan pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian "Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Riset,Tekologi dan pendidikan tinggi Republik lndonesia Nomor 15
Tahun 

. 
2015, tentang organisasi dan Tata Kerja kLmenierian Riset,Tekntlogi dan

Pendidikan tinggi.
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik lndonesia Nomor
sslM,KPr12017, tentang Pejabat perbendaharaan pada birektorat Jenderal penguatan
Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2017.
Keputusan Direktur Jenderal penguatan Riset dan pengembangan Kementerlan Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2/E/Kpr/201g tentan! penerima pendanaan
Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 20.18.
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal penguatan Riset dan
Pengembangan Nomor 2/E. 1/Kpr t2017 tentang pejabat perbendahara-'an pada Direktorat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan pengembangan Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017.

BAB II
LINGKUP PERJANJIAN

PASAL 2

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada ptHAK KEDUA, dan ptHAK KEDUA menerimatugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertindak sebagai penanggungjawab
Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukln oleh p-a-ra dosen
perguruan tinggi di Politeknik Negeri Ujung pandang.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian
dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program eengauoia.-n Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat ('1).

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen
pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebanyak l3 (Tiga belas) Judul seturuh pendanaannya dibebankan pada DlpA iDafia;lsian Pelaksanaan Anggaran) pada Direktorat ienderal penguatan Riset dan
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tingli Nomor sp DlpA-
042.06.1 .401516/2018 Tanggat 05 Desember 2017.

q



(5) Daftal nama ketua peraksana,. judur, dan besarnya dana setiap judur proposar yang terahdisetujui untuk didanai tercantum daram Lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Perjanlian ini.

BAB II!
PENDANAAN

PASAL 3

(1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal2 sebesar Rp. Ts4.00o.ooo,- (Tujuh ratui tima putih empat iiti- ,ii;nl vr"gdibebankan kepada DrpA pada Direktorat Jenderar penguatan Riset din penjembangan,
Kementerian Riset, Teknorogi, dan pendidikan Tinggi Nomor sp DrpA-
042.06.1.401516/2018 Tanggat 05 Desember 2017.

(2) Dana. Pelaksanaan Prosfgr_l"lE?bdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibayarkan oreh prHAK PERTAMA kepad; prHAK xe6ue s.""r" iert"nlp m"rrrri
Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KppN) il r Jararta kepala lrenin] rnstitusi
melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan 

="org"i o;rikit,
a) Pembayaran Tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari

keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu 7 O;k X Ap )Sa.OOO.OoO,-
527-800-000" (Lima ratus dua putuh tujuh juta detapan raius ribu rupiahj

b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% (Iga puruh persen) dari jumlah
keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu 30% X ilp dA.OOO.'OOO,_ = Ap.
226.200.000,- (Dua ratus dua putuh enam juta dua ratui ribu rupiah), dibayarkan
setelah PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagai berikut:
a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70%
b. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerlaan

Ke laman (website) STMLTTABMAS serambat-rambatnya tanggar 31 Juri 201g.
c) Khusus untuk dana.pembayaran 7oo/o yang baru cair seterah tanggar 17 Juri

2018, maka unggahdokumen sebagaimana dimaksud pada pasar e ayiilz; nurut u
ke laman STMLTTABMAS serambat-rambatnya dua minggu seterah dana cair.'-

d) PIHAK KEDUA bertanggungjawab muflak daram penggunaan dana sebagaimana
tersebut pada ayat ('r) sesuai dengan proposar kegiati-n yang terah oiseiujui, dan
berkewajiban untuk menyimpan seruiuh bukti-bukti peigeruaran, iesuai denjan.lumtan
dana yang diberikan oteh pIHAK PERTAMA.

e) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak diberanjakan
kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan pIHAK PERTAMA:

0 PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan fotokopi bukti pengembarian Dana
kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan pIHAK pgnfnme.

PASAL 4

(1) Guna pembayaran dana pelaksanaan program pengabdian Masyarakat, pIHAK KEDUA
wajib menyampaikan informasi sebagai berikut.

Nama lnstitusi : politeknik Negeri Ujung pandang
Nomor Rekening : O4O3-01-OOO435-30-2
Nama penerima pada rekening : BpN 054 poLrrEKNrK NEGERT UJUNG

PANDANG
Nama Bank : Bank BRI Cab. Makaasar
Alamat Bank : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea

Makassar

ah
Rp

mJu



Kota . Makassar
NPWP Perguruan Tinggi 00.212.454.3-801.000

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertangg ungjawab atas ketertambatan dan/atau tidak
terbayarnya sejumlah dana sebagaimana drmaksud pada pasar 3, vang disebabkan oleh
kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyamparkan informasi sebagaimaia dimaksud pada
ayat (1 )

BAB IV
SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN

PASAL 5

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat surat pelaksanaan program pengabdian
Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Perguruan Tinggi Negeri dilakukan dengan masing-masing Ketua pelaksana untuk

pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan di lingkungan perguruan tingginya
yang memuat antara lain Nama pelaksana, Judul dan Skema pengabdian kLpada
Masyarakat, Jumlah Dana Diberikan, Tatacara dan Termin pembayaran, Waktu
Pelaksanaan, Batas Akhir Pelaporan dan penggunaan Dana, dan Sanksi,

b. Kopertis wilayah dilakukan dengan masing-masing pimpinan perguruan Tinggi swasta
(PTS) di wilayah kerjanya. selanjutnya masing-masing pimpinan prS menibuat surat
Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dengan Ketua pelaksana untuk
pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan di lingkungan perguruan tingginya
yang memuat antara lain Nama pelaksana, Judul dan Skema pengabdian kepada
Masyarakat, Jumlah Dana Diberikan, Tatacara dan Termin pembayaran, Waktu
Pelaksanaan, Batas Akhir Pelaporan dan penggunaan Dana, dan Sanksi.

(2) P.enilaian kemajuan pelaksanaan program pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oteh ptHAK KEDUA, setetah Ketua petaksana
mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (websrte) slMLlrABMAS,
dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program pengabdian kepada
Masyarakat;

(3) Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan program
Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat
persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal
Penguatan Riset dan Pengembangan.

suRAr pERNyArAAN r"SF#.=.o,oN pEKERJAAN

PASAL 6

(1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh
pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) slMLIrABMAS,
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal 31 oktober

20'18;
b. Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal i7 oktober

2018, maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%
selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair;

c. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pacla tanggal 1S
November 2018 atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut
pada butir (b).



(2) Apabila samp€i dengan batas akhrr yang telah ditentukan untuk menyelesaikan
Pelaksanaan Program pengabdian Masyarakat telah berakhir, PIHAK KEDLA belum
Telygle.salkgn tugasnya dan/atau terrarnbat mengunggah raporan akhir di iaman(webs[e) SIML|TABIMAS, maka pIHAK KEDUA dikenakin sanksi denda sebesar 1%o(satu permil) untuk setiap hari keterrambatan sampai dengan setinggr-tinggrnyi sy" 1ti*ap,ersen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana iersebut [ioa eJsal 2 ayat (1),
(2), dan (3).

(3) seluruh denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicatat dalam bentuk taporan
jumlah denda yang dikenakan kepada pIHAK KEDUA

(4) Pelaksana Program pengabdian_kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan
Pemonitoran dan Evaruasi program pengabdian [epada Masyarakat ianpa
pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riiet dan pengabdian Masyarakat, maka
Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana 7 oo/oyang telah diterima dan tidak berhak menerima dana tahap ked-ua sebesar 30% (tiga
puluh persen). Apabila sebelumnya PIHAK KEDUA telah menerima dana penugasan
tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut
ke Kas Negara.

(5) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak maksimal dalam melaksanakan
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana pengabdian kepada
Masyarakat yang telah diterima sebesar rekomendasi reviewer.

LApoRAN HASTL pRocRo"#?JIoo"uAN MASyARAKAT

PASAL 7

(1) Laporan hasil Program pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat
(1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1 . ukuran kertas A4;
2. warna sampul muka (cover) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-

masing;
3. pada bagian bawah sampul muka harus ditulis:

Direktorat Rir"t?:"?:';ril;ian Masyarakar
Direktorat Jenderal penguatan Riset dan pengembangan

Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi
sesuai dengan Perjanjian pendanaan pelaksanaan program pengabdian Masyarakat

Nomor: 066/Sp2H/ppM/DRpM/2018, tanggat 9 Maret 2018
(2) softcopy laporan hasil Program pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat(1) wajib diunggah ke_laman (websrte) STMLITABMAS sedangkan naracopy waiia

disimpan oleh PIHAK KEDUA.

BAB VII
PERUBAHAN PARA PIHAK

PASAL 8

(1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian
Penugasan ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib meiakukan serah terima
pertanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikan,



(2) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dapatmenyelesaikan peraksanaan pengabdiJn Masyarakat ini, maka etHak ke-oul wa;inmenunjuk pengganti ketua peraksana yang merupakan sarah 
""tu "njgoia-;, ."terrnmendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian rvasy"aiar<it, DirektoratJenderal Penguatan Riset dan pengembangan,

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, 
. 
wajib mengembarikan dana yang terah diteri-many" riprol xa, ti"g"., ."rt,

T:!L"_rgl l an fotokopi bukti pengembltian kepada Kas r.i"gir. kLprOL prnAr
PERTAMA.

BAB VIII
KEWAJIBAN PAJAK

PASAL 9

(1) PIHAK KEDUA wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor perayanan pajak
setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
1. pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan Nilai (ppN)

sebesar 10% (sepuluh persen) dan pajak penghasilan (pph) zz seueiar i,s%'(satu
koma lima persen);

2. belanja honorarium yang dikenakan pph pasal 2.1 dengan ketentuan:
a. 5% (lima persen) bagi yang memiriki Npwp untuk 

-Gorongan 
llr, serta 6% (enam

persen) bagi yang tidak memitiki NpWp, dan
b. untuk Golongan lV sebesar .15% (lima belas persen);

3. pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) P-IHAK KEDUA wajib menyimpan seruruh bukti-bukti pembayaran pajak yang terah

disetorkan.

BAB IX
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PASAL 1O

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan program
Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk ,erpiroLn H"k paten atau
Hak Kekayaan lntelektual lainnya, dan atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal
Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal Z afi|1|1.

(2) Perolehan sebagaimana_dimaksud jada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
pelaksanaan Tridharma perguruan Tinggi.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak paten
atau Hak Kekayaan lntelektual lainnya, serta publikasi ilmian sebagaimana dimaksud
pada ayat ('l) secara berkara kepada prHAK PERTAMA, yaitu padaietiap imir rrnrn
Anggaran berjalan.

(4) Hak Kekayaan lntelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada
Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan -dan 

ferrndang_undangan.

(5) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli
dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan repaoa institu jinemoagal
masyarakat melalui Berita Acara Serah rerima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya
ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.



(6) Berita Acara sebagaimana dimaksr.rd pada ayat (5) wajib dirampiri dengan foto bukti serahterima barang/arat dari Ketua/pejabat [eel' xepaoa mitra eEngabdian- repaoaMasyarakat yang didampingi oreh peraksana pengabdian repada Mas"yiratat oan rotoalaUbarang yang diserahkan kepada mitra

BAB X
DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL

PASAL 1,t

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judur-judur proposar yang diajukan pada program
Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksu'd dalam pasal 2 oi-temu'ran aainya ouptit<asi
9:?1iti g]l"rukan adanva ietidak iujuran/itikad buruk yrng-tid"k 

"u.rail-en'sln xaioanrmran, maka Kegratan pengabdian Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan plHiK KEDUAw€jib melaporkan kepada ptHl,x pERrnMA serta mengembarikan dana pengabdian
Masyarakat yang terah diterima k9 Kas Negara serta menyerahkan fotokopi buktipengembalian ke Kas Negara kepada ptHAK PERiAMA.

BAB XI
PERSELISIHAN

PASAL 12

( 1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA pIHAK dalam
Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah

BAB XII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

PASAL 13

(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud padaayat (1), maka penyelesaian. dilakukan metatui proses hukum iengan ,;;iih- Domisili
Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta pusat.

pelaksanaan Perjanjian
untuk mencapai mufakat.

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalammemenuhi kewajiban yang dimaksud daram perjanjian ini yang ois6ulu[an atau
diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan pARa -ptxax yang dapat
digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).

(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalamPerjanjian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, p"r"ig, blokade,peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, 
-huru-hara, 

serta' ;da;y;' tindakanpemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaiuh terhaclappelaksanaan Perjanjian ini.

(3) Apabila terjadi keadaan T"Tqkga (force maieure) maka pihak yang mengarami wajib
memberitahukan kepada pihak tainnya secara iertutis, selambat-lambalnyi oaiam wartu z(ujuh) hari kerja sejak teiadinya keadaan memaksa (force majeurel, oi""rtri o"ng"n
bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan pARA ptHAK oengJn itilal uair aran
segera membicarakan penyelesaiannya.



(1) Perubahar atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian olehPARA P'HAK, dan jika-dialg'ap pertu, maka 
-ir,"n 

Oi Urri p"rfrrUii""tliro"nrn,
ditandatangani oreh PARA ptrax, oan merupakan bagian yang frorii'iiripi"ai'x"n orrrPerjanjian ini

(2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatang.qli d49. rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, danbiaya meterai dibebankan kepada pIHAK KEDUA.

BAB XIII
PENUTUP

PASAL 14

PIHAK KEDUA

EGET/

PIHAK PERTAMA

c

6

o
C
x

d
E o

?o Ka Ra Hamzah Yusuf, MS
9581 101 198803 10011 1,JtvJ, I

ir('6

NIP,



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

labatan

Institusi

No. SP2H

lumlah Judul

Jumlah Dana

DR. IR. Hamzah Yusuf, MS

19581101 198803 1001

Direktur

Pollteknik Negeri Ujung Pandang

066 I SP2H I PPM I ORPM/20 18

13 ludul "
Rp.754.000.000,- /

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat

dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana

yang diberikan;

2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;

3. Bertanggungjawab penuh atas data adminisitrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program

Pengabdian Masyarakat;

4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Pengabdian

Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;

5.BerkewajibanUntukmenyimpanhardcopydansoftcopy.LaporanKemajuandanLaporanAkhir

Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat'

Ja karta,
Direktur

zah Yusuf, MS
rr,{IP. 1 1101 198803 1 001

rr rl'#



LAMPIRAN KONTRAK PROGRAM PENCABDIAN MASYARAK.A.T
TAHUN 2018

NOMOR SPPK
PERGURUAN TINGGUKOPERTIS
TANGGAL DIPA
NOMOR DIPA
UNIT ORGANISASI
LEMBAGADEPARTEMf,N

066 /SP2H/PPM/DRPM/I/2o18
Politeknik Negeri Ujung Pandang
5 Desember 2017
SP DIPA-042.06.1.,10151612018
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Kementerian Riset, Teknologi dan Peodidikao Tinggi

PKM

NO

2

Rp. 4o,ooo,ooo (loo%)

00110J6703

Status usulan: BI\RU

Rp.28,000,000 (70%)

Rp. i2,000,000 (30%)

SIR{JTIDDIN OiIISA PKM USAIIA ABON IKAN TTJNA DAN PEMASOK IKAN DI KEL. BANGKALA
KEC, MANGCAI-A" MAKASSAR, SUT"SEI

Rp.40.000,000 (1007d

Rp.28,000,000 (707d
0031076702

Status usulan: BARU Rp. 12,000,000 (307d

l

TJARE ANTIGERAH
TJA}IBOLANG

0017066702

Status usulan: BARU

PKM Pengembangan Produk dan Pemasaran Bumbu Pallubasa Usaha Rumahan di
Kecamatan Rappocini dan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan

Rp.4o,oo0,ooo (100%)

Rp.28,000,000 (70%)

Rp. 12,000,000 (307.)

AN\YAR ill PENERAPAN MESIN PEMASAK DAN PENCADUK GUI.A AREN SEMUT PADA
PENGRAJTN GULA AREN DI KECAMATAN BUNCORO KABUPATEN PANGKEP

Rp.42,ooo,ooo (loo7,

Rp.29,a00,000 (707o)
001-10563t I

Rp. 12,600,000 (307o)

5

Yf]LIANI HR lbM Kelompok Puca' Jahe dan Kelompok Tanratellu D€sa Pucak Kecamatan
Tompobulu Kabupaten Maros

Rp.4o,ooo,ooo (loo7o)

Rp.2E,000,000 (7070)
000904730t

Status usulan: BARU Rp. 12,000,000 (307")

6

MUTIAMMAD CHAERUR
RIJAL

PKM Kelompok Tani Lahan Tadah Hujan Desa Sambueja K€c. simbang Kab. Maros
Propinsi Sulawesi Selatan

Rp.40,000,000 (1007")

Rp.28,000,000 (707o)
000710E106

Status usulan: BARU Rp. 12,000,000 (307d

7

AR}IAN PKM Kelompok Tani Padi di Dusun Lawo Kelumhall Ompo Kecamatan Lalabata
Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan

Rp.4o,ooo,ooo (loo7o)

Rp.28,000,000 (?07")
0031l2?80E

Rp. 12,000,000 (307")
Status usulan: BARU

8

ANDI MUHAMMAD IQBAL
AKBAR A

PKM Pengolahan Kayu Sepang Pada K€lompok Tani dan lbu PKK di Desa Biru
Kccarnatan Kahu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatao

Rp.4o,ooo,ooo (loo7o)

Rp.28,000,000 (7070)
0912058201

Status usul.n: BARU Rp. 12,000,000 (30%o)

KETUA PELAKSANA

NUR AI-AM LA NAFIE

JUDUL

PKM Pemberdayaan Perempuan Masyarakal Dcsa Nisombalia Kecarnatan Marusu
Kabupaten Maros Sulawesi Selatan

DANA

Polil?k k N.8.n Ujlng P.ltdug

I

Status usulan: BARU



ABRAIIT TANCKEMANDA Rp.40,000,000

Rp.28,000,000

Rp. 12,000,000

(100%)

(30%)

(70"/.)9
00170rJ6512

Status usulanl BARU

Rp, 12,600,000 (307")

l0

HB SI,A Tf,T YIILISTIONO

Status usulan: BARU

001s0J6101

PKM KELOMPOK TANI 'NIRANNUANC" DAN "MINASA BAJI'

PKM K€lompok Usaha Gula Merah di Desa Bontomanai Kec. Bungaya Kab. Cowa
Prcrinsi Sula\ €si Selatan

Rp.42,ooo,ooo (loo"/o)

Rp.29,400,000 (70"/o)

PKW

lbW di Kecarnatan Baroko Kabupalen Enrckang

PTK

DANANO KETUA PELAKSANA

HA]TTNIA Rp. loo,ooo,ooo (loo%)

Rp.70,000,000 (707d

Rp.30,000,000 (309'0)

000202s705

Status usulan: LANJUTAN

NO KETUA PELAKSANA DANA

I

NURIIAYATT lbK Menciptakan wirausaha Baru Mandiri Berbosis Ipleks di Politek ik Negeri Ujung
Pandang

Rp. roo,ooo,ooo ( looTo)

000305720{

Status usulan: LANJUTAN Rp.30,000,000 (307")

JUDTIL

PPUPIK

NO KETUA PELAKSANA JUDUL DANA

PPUPIK Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rp. l5o,00o,ooo (t0r/.\

Rp. 105,000,000 (70v")

Rp. 4s,000,000 (30%\

I

BAKIITIAR

002303700r

Status usulanl BARU

Rp. 7s4,000,000 (1007")

Rp. s27,800,000 (70%)

Rp. 226,200,000 (30ol")

tal Dana

Total Judul 13 Judul
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JUDI]I,

1

Rp.70,000,000 (70%)
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tt0 180881301008897 02-04-2018 527.800.000 03200T/401516/2018

Pembayaran Belanja Barang Pelaksanaan Program
Pengabdian Masyarakat Tahap I {satu) 70%, Sesuai

Surat Keputusan Dirjen Risbang Nomor 2/E/KPT/2018
tanggal 2 Januari 2018, Sesuai Kontrak No.

066/SP2H/PPM/DRPM/2o18 tangSal 9 Maret 2018, BAp
No_

No Nomor SP2D
Tang8al

Selesai SP2O

Tanggal
SP2D

NilaiSP2D Nomor lnvolce
Tanggal
lnvoice

Jenis
SPM

Jenis
SP2D

Deskripsi


